BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Menimbang : a.

Mengingat :

1.

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

bahwa kebutuhan pelayanan jasa telekomunikasi sudah
semakin tinggi sehingga mengakibatkan meningkatnya
kebutuhan pembangunan menara telekomunikasi yang
merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam
penyelenggaraan telekomunikasi;

bahwa keberadaan menara telekomunikasi yang jumlahnya
semangkin banyak, perlu dikendalikan dengan
memperhatiakn  aspek  penataan ruang  sehingga
memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi
masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara
telekomunikasi serta untuk mengantisipasi dampak yang
dapat ditimbulkan dari keberadaan menara telekomunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang  Pengendalian Menara
Telekomunikasi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, tambahan Lembaran
Negara Republik Indogesia Nomor 4876);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Telekomunikasi (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan  Penggunaan Menara  Bersama
Telekomunikasi;

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan
Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,
Nomor 07/Prt/M /2009, Nomor 19/Per/
M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman
Pembangunan dan  Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
2013-2033.

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG

Menetapkan :

MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

8
2.

Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
di bidang telekomunikasi dan informatika.

Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD
adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab di bidang telekomunikasi dan
informatika.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman,
dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk
tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui
sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah
bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang
untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau
bentuk  konstruksinya disesuaikan dengan keperluan

penyelenggaraan telekomfunikasi.
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Menara mandiri adalah menara yang memiliki pola batang yang
disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang
berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.

Menara teregang adalah menara yang berdiri dengan diperkuat
kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan
disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih
kecil dari menara telekomunikasi mandiri.

Menara tunggal adalah menara yang bangunannya berbentuk
tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu
sama lain.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifikasi.

Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara
sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang
disyaratkan untuk bebas visual.

Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat
menara.

Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area
minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi
terkena dampak oleh keberadaan menara.

Rencana lokasi menara (cell plan) adalah titik-titik lokasi
menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara
telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek
kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas
pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan
ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.

Microcell adalah adalah perangkat telekomunikasi yang
berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima
dari suatu Cellular Based Station bertenaga rendah yang dikirim
melalui serat optik (fiber optic) dari suatu pusat data.
Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi,
badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan
usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan
keamanan Negara.

Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun,
memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara
Telekomunikasi untuk djgunakan bersama oleh Penyelenggara

Telekomunikasi.
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Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau
mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.

Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain
dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara
tersebut berada.

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB
adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai
dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah
daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan
gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum
pemanfaatannya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian meara Telekomunikasi berlandaskan asas :
a. kaidah tata ruang;

b. kemanfaatan;

c. keberlanjutan;

d. keselamatan;

e. keselarasan dan keserasian,;
f. kepastian hukum;

g. keadilan; dan

h. estetika.

Pengendalian menara bertujuan:

a. mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan
telekomunikasi;

b. menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan
masyarakat di sekitar menara; dan

c. menjaga keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi
lingkungan hidup.

d. mengendalikan menara dari aspek tata ruang, keamanan,

dan kepentingan urgfjum.
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BAB III
JENIS MENARA

Pasal 3

Jenis menara dibedakan berdasarkan:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

tempat pendirian menara;
pemanfaatan menara; dan

struktur bangunan menara.

Pasal 4
Menara berdasarkan tempat pendirian menara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a. menara yang dibangun di atas tanah; dan

b. menara yang dibangun di atas bangunan.

Menara berdasarkan pemanfaatan menara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a. menara bersama; dan

b. menara individual.

Menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, meliputi:

a. menara mandiri;

b. menara teregang; dan

c. menara tunggal.

BAB IV
PENGENDALIAN MENARA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pengendalian menara dilakukan melalui:

a.

b.

penetapan zona,

pengaturan pendirian menara;
penggunaan menara bersama;
penggunaan microcell; dan
IMB dan SLF.
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Bagian Kedua
Penetapan Zona
Paragraf 1
Jenis dan Kriteria Penetapan Zona

Pasal 6
Penetapan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
meliputi:
a. zona menara; dan

b.

zona bebas menara.

Pasal 7

Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan

memperhatikan kriteria:

a.

o

®m ™0 a0

(1)

(2)

potensi ruang wilayah Daerah yang tersedia berdasarkan
rencana tata ruang;

letak strategis wilayah,;

kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;

kepadatan penduduk;

jumlah sarana dan prasarana;
pemerintahan/perdagangan/jasa; dan

kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 8

Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan
peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi
ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan bandar udara;

kawasan cagar budaya;

kawasan pariwisata;

kawasan hutan lindung;

© o o o

kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan
tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
f. kawasan pengendalign ketat lainnya.
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Paragraf 2

Zona Menara
Pasal 9

Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

terdiri dari:

a. sub zona menara; dan/atau

b. sub zona menara bebas visual.

Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diperuntukkan bagi menara tanpa rekayasa teknis dan desain

tertentu.

Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi menara dengan persyaratan

rekayasa teknis dan desain tertentu.

Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. pendirian menara dengan desain menara kamuflase;
dan/atau

b. penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.

Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk

lingkaran dengan radius 400 m (empat ratus meter).

Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara diatur dalam

Peraturan Bupati.
Pasal 10

Pemerintah Daerah menetapkan rencana lokasi menara di
dalam zona menara.
Rencana lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
Pasal 11

Setiap pendirian menara wajib dilakukan dalam zona menara
dan berada di rencana Jbkasi menara yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah.
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(2) Setiap orang yang mendirikan menara tidak di lokasi menara
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
antara lain:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
c. penyegelan menara; dan

d. pembongkaran menara.

(4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan berurutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan
penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Zona Bebas Menara

Pasal 12

Zona bebas menara berada di luar zona menara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).

Pasal 13
(1) Penyelenggara telekomunikasi pada zona bebas menara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat menempatkan:
a. antena telekomunikasi secara tersembunyi; atau
b. antena di atas bangunan.

(2) Tinggi antena yang ditempatkan di atas bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi 6 (enam) meter.

(3) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memerlukan IMB.

(4) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan

keselamatan bangunan, serta memenubhi estetika.

Pasal 14
(1) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi

ketentuan menempatkan antena sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (4) dikenakfin sanksi administrasi.
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Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;

C. penyegelan antena; dan

d. Pembongkaran antena

Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara berurutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan
penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengaturan Pendirian Menara
Paragraf 1
Sosialisasi, Persetujuan Warga,
dan Asuransi

Pasal 15
Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara

berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan
persetujuan warga.

Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diberikan kepada masyarakat yang tinggal di dalam radius
keselamatan ruang di sekitar menara sepanjang 1,25 (satu
koma dua lima) kali tinggi menara.

Persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
secara Tertulis oleh warga yang difasilitasi melalui Kepala Desa

setempat.

Pasal 16
Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara wajib

mengasuransikan dan menjamin seluruh risiko/kerugian yang
ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap
masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan dan
selama beroperasinya menara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan asuransi dan
jaminan seluruh risiko/kerugian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraguran Bupati.
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Pasal 17
Sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1), dan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh IMB.

Pasal 18
(1) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak memenubhi

kewajiban untuk menjamin seluruh risiko /kerugian yang
ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara terhadap
masyarakat dan/atau lingkungan sejak awal pembangunan
hingga beroperasinya menara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara, atau seluruh kegiatan;
Cc. penyegelan menara;
d. pembekuan izin; dan
e. pencabutan izin;

(3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara berurutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan
penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kriteria Menara
Pasal 19

Pendirian menara harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
a. kriteria dasar dan fasilitas pendukung menara; dan
b. kriteria teknis.

Pasal 20

Kriteria dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a
sebagai berikut:

a. kesesuaian lokasi pendirian menara dengan rencana tata ruang;
b. pendirian menara mengacu standar baku tertentu sesuai

dengan desain dan kohtruksi jenis menara berdasarkan
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struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3);

c. memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi
kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara;

d. dalam hal tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat memanfaatkan
struktur bangunan yang ada serta memenuhi kriteria keamanan
dan keselamatan bangunan;

e. tinggi menara yang dibangun di atas bangunan tidak boleh
melebihi selubung bangunan yang diizinkan;

f. menara yang didirikan di atas tanah mempunyai luas lahan
untuk:

1. menara mandiri dan menara teregang luas lahan paling
rendah 100 m2 (seratus meter persegi); atau

2. menara tunggal luas lahan paling rendah 4 m2 (empat
meter persegi); dan

3. akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup:

g  jarak antar menara di dalam 1 (satu) zona menara paling rendah
200 m (dua ratus meter);

h. ketinggian menara di atas bangunan tidak melebihi amplop
bangunan,;

i.  memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dan
memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat setempat; dan

J.  radius keselamatan ruang di sekitar menara.

Pasal 21

(1) Luas radius keselamatan ruang di sekitar menara dihitung
berdasarkan perkalian dari panjang menara dikali 125%
(seratus duapuluh lima persen).

(2) Panjang menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
ketinggian menara yang diukur dari permukaan tanah atau air
tempat berdirinya menara.

(3) Luas radius keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan untuk menjamin Kkeselamatan akibat kecelakaan

menara.

e
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Dampak yang diterima masyarakat akibat pendirian menara di
dalam radius keselamatan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik menara.

Pasal 22

Fasilitas pendukung menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf a sebagai berikut:

a.

o

- o a0

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

pentanahan;

penangkal petir;

catu daya,;

lampu halangan penerbangan;

marka halangan penerbangan; dan

pagar pengamanan /keliling.
Pasal 23

Kriteria teknis menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf b sebagai berikut:

a. rencana teknis bangunan menara;

b. spesifikasi teknis pondasi menara;

c. spesifikasi teknis struktur atas menara;

d. aspek lingkungan hidup.

Kriteria teknis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam bentuk dokumen teknis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Menara Bersama

Pasal 24

Struktur menara harus mampu digunakan paling sedikit 2 (dua)
penyelenggara telekomunikasi.

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada
penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara

secara bersama-sama seguai kemampuan teknis.
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Penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi menara individual
yang digunakan untuk keperluan jaringan utama.

Pelaksanaan penggunaan menara secara bersama menjadi

tanggung jawab pemillik IMB.

Bagian Kelima
Penggunaan Microcell

Pasal 25

Untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kualitas layanan
telekomunikasi di Daerah, diutamakan pengembangan jaringan
telekomunikasi di Daerah diarahkan pada penggunaan microcell
dan/atau jaringan telekomunikasi lainnya sesuai dengan
perkembangan teknologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan
persyaratan jaringan telekomunikasi dengan menggunakan
microcell dan/atau jaringan telekomunikasi lainnya sesuai
dengan perkembangan teknologi diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
IMB dan SLF

Paragraf 1
IMB dan SLF
Pasal 26

Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan menara wajib
memiliki IMB dan SLF.

IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan rekomendasi pendirian menara dari Kepala OPD.
Pemberian IMB dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang

mengatur mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 27

Rekomendasi pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (2) berlaku untuk jangla waktu 3 (tiga) bulan.
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Pasal 28

Pemberian rekomendasi pendirian menara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2) bebas biaya.

Paragraf 2
Sistem dan Prosedur

Pasal 29

(1) Rekomendasi pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala
OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

(2) Kepala OPD menerbitkan rekomendasi dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan
dinyatakan lengkap dan benar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi
pendirian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Identitas Menara
Pasal 30

(1) Setiap menara yang telah memiliki IMB dan SLF diberikan
identitas menara.

(2) Identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
data dan informasi sebagai berikut:

nama pemilik menara;

lokasi dan koordinat menara;

tinggi menara;

tahun pembuatan/pemasangan menara;

penyedia jasa konstruksi menara;

me oA o oo

beban maksimal menara bersama;

daftar nama pengguna menara (telco

ts

operator) / penyelenggara menara yang memanfaatkan
menara;
h. nomor dan tanggal IMB; dan

i. fasilitas pendukung menara.
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)
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Identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat
dalam bentuk plakat yang ditempel pada bangunan menara.
Identitas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan oleh OPD.

Paragraf 4
Pembongkaran

Pasal 31

Pembongkaran menara dilakukan oleh pemilik bangunan
menara.

Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau
persetujuan pembongkaran dari kepala organisasi perangkat
daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang
bangunan gedung.

Dalam hal pemilik bangunan menara tidak melaksanakan
pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam
perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Pembongkaran bangunan menara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan atas biaya pemilik menara dan/atau tanah.
Menara hasil bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat menjadi milik Pemerintah Daerah, pemilik menara
dan/atau tanah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran
menara dan kepemilikan menara hasil bongkar diatur dalam

Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 32

Setiap pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi
dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pengendalian menara
telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah yang mengatur

mengenai Retribusi Penggndalian Menara Telekomunikasi.



(1)
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BAB VI
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pengendalian
menara dilakukan oleh OPD.

OPD dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah

terkait lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.

apabila menara telah selesai dibangun dan belum memiliki IMB,
maka pemilik menara wajib mengajukan IMB paling lama 1
(satu) tahun;

pengajuan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
setelah penelitian kelayakan menara oleh Kepala Organisasi
Perangkat Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di
bidang bangunan gedung;

pengajuan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a
dikecualikan dari persyaratan zonasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf g; dan

bangunan menara yang telah memiliki IMB sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib
untuk menyesuaiakan ngan ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini;
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 9 Desember 2016

—_—

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,%

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 9 Desember 2016

MONGONDOW SELATAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA : (12/2016)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

L.

NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN MENARA

UMUM

Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan menara
telekomunikasi perlu melaksanakan pengendalian terhadap pendirian
menara telekomunikasi agar sesuai dengan tata ruang, keamanan, dan
kepentingan umum. Kebutuhan akan jasa Telekomunikasi sangat
berkembang pesat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai
daerah pemekaran. Namun pelaksanaan Penyelenggaraan.

Dalam mengupayakan pengembangan Telekomunikasi di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemerintah Daerah harus
sejak dini mengatur mengenai mekanisame dan prosedur yang
diperlukan untuk pembangunan sarana dan prasarna yang dibutuhkan
untuk menyelenggarakan Telekomunikasi. Salah satu kebutuhan yang
penting dalam penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Keberadaan
menara Telekomunikasi sangat berpengaruh terhadap kualitas
pelayanan telekomunikasi. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila
kemudian menara telekomunikasi bermunculan bagai jamur di musim
hujan, bahkan keberadaannya pun seolah-olah tidak memperdulikan
estetika lingkungan, tata ruang dan tata wilayah dan juga mengabaikan
aspek keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang berada di
sekitar menara telekomunikasi tersebut. Pembangunan menara
telekomunikasi yang begitu pesat oleh para penyedia menara
telekomunikasi (tower provider) dapat menimbulkan permasalahan sosial
dengan masyarakat, terutama menara telekomunikasi yang dibangun
berlokasi di daerah pemukiman penduduk. Ada kalanya masyarakat
tidak menyetujui pembangunan menara tersebut karena merasa
terganggu kenyamanan dan keamanannya. Sementara itu disisi lain
masyarakat sangat membutuhkan kualitas telekomunikasi dalam aspek
sosial ekonomi.

Oleh karena itu perlu penataan yang jelas terhadap pembangunan
menara telekomunikasi. Keberadaan menara telekomunikasi (tower) di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saat ini dapat dikatakan masih
belum begitu banyak dan masih dapat terkendali, namun jika
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Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak segera
membuat aturan atau regulasi yang jelas dan mengikat untuk mengatur,
menata dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka tidak mustahil suatu
saat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akan terjadi fenomena
Hutan Tower.

Dengan adanya aturan atau regulasi yang jelas, maka diharapkan
dapat dijadikan alat pengendali yang efektif dalam mengendalikan
pembangunan manara Telekomunikasi di Kabupaten Bolaang
Mongondow  Selatan. Terutama untuk memberikan jaminan
kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat serta kepastian hukum
bagi para pelaku usaha di bidang telekomunikasi. Berdasarkan
pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan tentang Pengendalian Menara

Telekomunikasi.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :
Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi
khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih
berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur
pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan,
sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai
komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.
Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan
telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan
yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan
hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan
merata.
Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan
telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi
harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan
yang menjamin Kkepastian hukum dan memberikan
perlindungan hukum baik bagi investor, penyelenggara

telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.
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Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan
memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya
nasional secara efisiensi serta penguasaan teknologi
telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian
dan mengurangi ketergatungan sebagai suatu bangsa dalam
menghadapi persaingan global.
Asas kemitraan mengandung makna bahwa
penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat
mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan
sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
Asas keamanan dimaksudkan agar penyelengaraan
telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan
dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.
Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan
telekomunikasi senantiasa dialndasi oleh semangat
profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Pendirian menara di atas bangunan dilakukan
dilakukan pada bangunan gedung yang telah memiliki
IMB.
Ayat (2)

|
|
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “menara individual” adalah
jaringan utama antara lain backbone/BSC, hub
utama/MSV utama.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang” yaitu rencana
umum tata ruang daerah, rencana rinci tata ruang daerah,
rencana tata bangunan dan lingkungan, peraturan zonasi,
dan/atau kawasan strategis kabupaten.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “letak strategis wilayah” yaitu letak
suatu wilayah yang dilalui jalan negara/provinsi dan
merupakan jalur perekonomian dan pusat perekonomian di
daerah tersebut.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kepadatan pemakaian jasa
telekomunikasi” adalah jumlah penduduk vang
menggunakan  perangkat telekomunikasi per Base
Transceiver Station (perangkat stasiun pemancar dan
penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah
cakupan).
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kepadatan penduduk” adalah
jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau
daerah tertentu dengan satuan per kilometer persegi.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “jumlah sarana dan prasarana”
adalah jumlah peralatan pendukung terselenggaranya jasa
telekomunikasi.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “kawasan keselamatan operasi
penerbangan” adalah wilayah daratan dan/atau perairan
dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan
untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka

menjamin keselamatan penerbangan.
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Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tanpa rekayasa teknis dan desain
tertentu” adalah menara yang didirikan tanpa adanya
perubahan desain dan rekayasa teknis menara sehingga

tetap terlihat bentuk dan struktur menara, sebagai berikut:
a. menara mandiri:

b. menara teregang:
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pendirian menara dengan
desain menara kamuflase” adalah menara yang
didirikan dengan desain, bentuk, dan warna yang
serasi, selaras, serta menyatu dengan lingkungan di
sekitar menara.

Contoh desain menara kamuflase:

Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penempatan antena diatas bangunan dilakukan pada
bangunan gedung yang telah memiliki IMB.



225.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tinggi antena” yaitu tinggi antena
yang diukur dari puncak bangunan dengan atau tanpa
menggunakan struktur tambahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “persetujuan warga” adalah
persetujuan kepala keluarga yang bertempat tinggal di
dalam radius keselamatan ruang yang dibuktikan dengan
kartu keluarga atau surat keterangan bertempat tinggal dari
kepala desa setempat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengacu standar baku tertentu”

yaitu bertujuan menjamin keamanan lingkungan dengan

memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan
kestabilan konstruksi menara serta memperhatikan
kebutuhan dan perkembangan teknologi, antara lain:

a. tempat/space penempatan antena dan perangkat
telekomunikasi untuk penggunaan menara bersama;
ketinggian menara;
struktur menara;
rangka struktur menara;

pondasi menara; dan

-0 a0 g

kekuatan angin.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “selubung bangunan” adalah bidang
maya batas terluar bangunan secara tiga dimensi yang
membatasi besaran maksimum massa bangunan menara
yang diizinkan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “amplop bangunan” adalah batas
maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada
suatu tapak atau persil, dibatasi oleh garis sempadan
bangunan muka, samping, belakang, dan bukaan langit (sky
eksposure).

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
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Pasal 22
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pentanahan” adalah sistem
pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang
mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga, dari
lonjakan listrik, petir.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Penangkal petir” adalah rangkaian
jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke
permukaan bumi, tanpa merusak benda-benda yang
dilewatinya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Catu daya” adalah sebuah piranti
elektronika yang berguna sebagai sumber daya untuk
piranti lain, terutama daya listrik.
Hurufd
Yang dimaksud dengan “Lampu halangan penerbangan”
adalah lampu hambatan ke segala arah yang digunakan
untuk menunjukan ketinggian suatu bangunan yang dapat
menyebabkan halangan/gangguan pada penerbangan
dengan cahaya lampu warna merah menyala tetap.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Marka halangan penerbangan”
adalah isyarat/tanda hambatan ke segala arah yang
digunakan untuk menunjukan ketinggian suatu bangunan
yang dapat menyebabkan halangan/gangguan pada
penerbangan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “Pagar pengamanan/keliling” adalah
pagar yang dipasang atau dibangun sesuai dengan lanhan
yang digunakan untuk berdirinya sebuah menara
telekomunikasi.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kemampuan teknis” meliputi
struktur, serta peranan menara sebagai backbone/BSC,
hub/MSV, END-point/ Base Transceiver Station (perangkat
stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk
melayani suatu wilayah cakupan).
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menara individual” adalah jaringan
utama antara lain backbone/BSC, hub. utama/MSV utama.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 12



